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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan badan 

usaha sehingga perlu diganti;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Badan Usaha; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 

Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar 

Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5305); 

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 

14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1517); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TANGGUNG 

JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah 

komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam 

pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, 

baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. 

2. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang 

bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan 

layanan kepada masyarakat. 

3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang 

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 

bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial. 

5. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan 

Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu 

lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan 

peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung 

jawab sosial dan lingkungannya. 

6. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari 

suami/istri dan anak kandung. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 
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Pasal 2 

(1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha 

dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha 

dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.  

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:  

a. tertanganinya permasalahan sosial dan 

terlayaninya pemerlu pelayanan kesejahteraan 

sosial; dan 

b. meningkatnya citra dan keuntungan serta 

terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha. 

 

Pasal 3 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling 

sedikit di bidang: 

a. Kesejahteraan Sosial; 

b. pendidikan; 

c. kesehatan; 

d. seni dan budaya; 

e. keagamaan; 

f. kewirausahaan; 

g. infrastruktur; dan 

h. lingkungan. 

 

Pasal 4 

(1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan 

Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau 

masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak 

secara kemanusiaan. 

(2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memiliki kriteria: 

a. kemiskinan; 

b. ketelantaran; 

c. disabilitas; 

d. keterpencilan; 

e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku; 

f. korban bencana; dan/atau 
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